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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel,
pajak restoran dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi
Kalimantan Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi
dimana data diambil dari Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis statistik deskriptif, analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil penelitian
menyatakan bahwa efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame tahun 2016-2020
berfluktuasi yaitu rata-rata pajak hotel 104.2965, rata-rata pajak restoran 109,382% dan rata-rata
pajak reklame 65,454%. Efektivitas tertinggi dari ketiga anggaran pajak tertinggi 2016-2020
adalah pada pajak restoran dalam kategori sangat efektif. Dari ketiga pajak yang memberikan
kontribusi terhadap PAD, rata-rata tertinggi adalah pajak restoran sebesar 8,38%, pajak hotel
dengan kontribusi rata-rata 1,32% dan kontribusi terkecil untuk pajak reklame sebesar 0,21%. Dari
ketiga pajak tersebut dikatakan belum memberikan kontribusi.

Kata kunci: Efektivitas, kontribusi penerimaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame,
PAD
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ABSTRACT

This study aims to determine the level of effectiveness and contribution of hotel tax,
restaurant tax and advertisement tax to the Regional Original Income of Tabalong Regency, South
Kalimantan Province. The data collection method used is the documentation method in which the
data is taken from the Office of the Regional Tax and Retribution Management Agency, Tabalong
Regency, South Kalimantan Province. The data analysis technique used in this research is
descriptive statistical analysis, effectiveness analysis and contribution analysis. The results of the
study stated that the effectiveness of the hotel tax, restaurant tax and advertisement tax from 2016-
2020 fluctuated, namely the average hotel tax was 104.2965, the average restaurant tax was
109.382% and the advertising tax average was 65.454%. The highest effectiveness of the three
highest 2016-2020 budget taxes is on the restaurant tax in the very effective category. Of the three
taxes that contribute to PAD, the highest average is restaurant tax at 8.38%, hotel tax with an
average contribution of 1.32% and the smallest contribution to advertising tax is 0.21%. Of the
three taxes have not been said to contribute.

Keywords: Effectiveness, revenue contribution, hotel tax, restaurant tax, advertisement tax, PAD
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1.1. Latar Belakang
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Reformasi membawa kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Republik
Indonesia. Reformasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah disebut
dengan kebijakan daerah. Kebijakan otonomi daerah di wilayah Kesatuasn
Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang telah membawa
banyak perubahan bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala
bidang, dengan penuh harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah

Daerah (Hasruddin, 2019).

Kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang pemberlakuan Otonomi Daerah bertujuan untuk mewujudkan suatu
pemerintah yang bersih dan berwibawa (Clean and good govermance) dan
mengubah pola pembangunan nasional dari pola pembangunan yang bersifat
sentralis kepada pola pembangunan desentralisasi. Konsekuensi Undang-Undang
Nomor Nomor 32 Tahun 2004 yaitu setiap daerah berwenang mengatur dan
mengelola rumah tangga sendiri, untuk kelancaran penerapan otonomi daerah,
maka dibutuhkan sumber penerimaan memadai yang mendukung terlaksananya

kegiatan pemerintah.
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Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan.
Dengan adanya otonomi daerah, daerah ini dapat dipacu dengan berkreasi mencari
sumber penerimaan daerah yang bisa mendukung pemasukan dan pengeluaran
daerah serta memberikan keleluasaan dengan tujuan menggali pendanaan dalam

pelaksanaan pembangunan daerah.

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama Negara yang
digunakan dalam pembangunan dan pengembangan untuk mencapai kemakmuran
dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pendapatan Negara dari sektor
pajak ini merupakan kehidupan ekonomi masyarakat dan sebagai sarana nyata
bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana dan prasarana
kepentingan umum. Salah satu sumber pendapatan daerah lain yang dapat

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah (Cicilia, 2020).

Peran pajak dalam perekonomian berkaitan langsung dengan efisiensi ekonomi
dan distribusi pendapatan. Karena sebagian besar pendapatan pajak dimanfaatkan
pemerinath untuk membangun inftrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan
lainnya yang berguna untuk mempercepat laju perekonomian. Dengan percepatan
laju perekonomian ini di harapkan dapat efisiensi ekonomi bisa terwujud (Pratiwi

dan Hestity, 2016).

Pajak mencatat penerimaannya mencapai Rp 760,57 triliun sampai 20 agustus

2018. Realisasi yang setara 53,41% dari target tahun 2018 sebesar Rp 1.424 triliun.



f Islam Malang

REPOSITORY

University o

<
=
24
Z
>
—
=
©
-
o
(&)
=
©
L
©

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyatakan, jumlah tersebut naik
10,68% dari posisi penerimaan 31 juli 2018. Jika di bandingkan dengan tahun
sebelumnya angka tersebut juga naik sebesar 15,49%. Berdasarkan jenis industri,
penerimaan dari berbagai sektor utama juga menunjukkan pertumbuhan. Industri
pengolahan dan perdagangan merupakan dua sektor penyumbang penerimaan
terbesar tumbuh masing-masing 13,08 persen dan 29,75 persen. Sementara itu,
proyeksi penerimaan pajak tahun 2019 berdasarkan outlook sebesar Rp 1.572,3
trliun ini dinilai sangat realistis untuk dicapai. Yang mana tinggar pertumbuhan

mencapai 16,4% dari pandangan realisasi tahun ini (FlazzaTax.com, 2020).

Otonomi yang diberikan kepada daerah bertujuan untuk memberikan
wewenang yang luas untuk menjalankan perintah daerah dengan tanggung jawab
terhadap wilayah daerahnya sendiri secara proporsional. Pemerintah daerah
diharuskan mendukung adanya inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan
pembangunan, pengelolaan dengan baik dalam pembangunan serta
pengembangan potensi sumber daya suatu daerah sangat di butukan untuk
menjaga asset daerah dan pembangunan sebuah pemerintah daerah. Sumber daya
jika disuatu daerah di kembangkan dengan baik dan maksimal maka dapat
memberikan kontribusi terhadap pendapatan suatu daerah dan memberikan
perkembangan perekonomian masyarakat setempat. Jika tidak dikelola dengan

baik maka berpengaruh terhadap pendapatan daerah (Hasruddin, 2019).
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Menurut (Lamia, 2015) Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan
pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan
kemandirian daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah salah satu potensi yang
selalu berkembang seiringnya dengan diperhatikannya komponen sektor jasa dan
pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga semakin menunjang

berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel dan pajak restoran.

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada Negara. Tanpa adanya pajak daerah
maka kebutuhan akan dana pembangunan akan sulit untuk dipenuhi karena
sebagian besar pendapatan Negara adalah berasal dari pajak. Oleh karena itu,
permasalahan tentang pajak harus di tangani secara tepat agar iuran pajak dapat di
manfaatkan secara baik, karena tidak sedikit masyarakat yang belum menyadari

akan pentingnya pajak.

Negara Indonesia sebagai Negara yang berkembang yang membutuhkan
kontribusi rakyat Indonesia untuk mencapai produktifitas kerja yang baik.
Memerlukan dana, rencana, dukungan yang besar. Sumber dana yang digunakan
untuk pembangunan bagi Negara sebagian besar bersumber dari sektor pajak

termasuk pajak hotel pajak restoran dan pajak reklame. Pentingnya berbangsa dan
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bernegara berhubungan erat dengan tujuan dan fungsi kewajiban mebayar pajak
dalam rangka menunjang penerimaan Negara untuk membiayai pembangunan.
Dengan kata lain demi kepentingan bangsa diharuskan untuk rela melepaskan
sejumlah uang untuk memenuhi kewajiban pajak guna kelangsungan secara
berkesinambungan. Adanya hukum memang dibutuhkan dalam rangka
pembangunan nasional. Keharusan memenuhi kewajiban pajak memberikan
peluang agar tidak melakukan penyimpangan sehingga tidak merugikan Negara
agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Karena dana
yang digunakan untuk pembangunan Indonesia bersumber dari sector pajak

masyarakat

Peran pajak sangat penting untuk untuk meningkatkan pembangunan nasional
yang produktivitas. Peran pajak khususnya pajak hotel, restoran dan reklame bisa
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia. Pajak
memiliki peran penting dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Dimana
sumber dana ini digunakan untuk melakukan pembangunan . Peranan pajak bagi
indonesia yaitu berperan sebagai pembangun infrastruktur fasilitas umum yang
berjalan dengan baik, fasilitas pendidikan yang merata, fasilitas kesehatan yang
sudah memenuhi standar, keamanan dan ketertiban yang terjaga serta pariwisata

yang di bangun di beberapa wilayah.

Pada penelitian ini, hanya berfokus pada 3 jenis pajak daerah yaitu Pajak Hotel,

Pajak Restoran, dan Pajak Reklame . Menurut (Anggoro, 2017:172) Pajak
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Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat,
perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya yang bertujuan
komersial, memperkenalkan, menganjurkan, pempromosikan, atau untuk menarik
perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat,
dibaca, didengar, dirasakan dan di nikmati oleh umum. Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 pasal 1 angka 20 dan 21, menjelaskan bahwa Pajak Hotel adalah
pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia
jasa penginanpan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan pungutan
bayaran yang mencakup jasa montel, losme, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggraha, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah
kamar lebih dari 10 (sepuluh). Dan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang

disediakan oleh pemilik retoran.

Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Reklame merupakan sektor potensial dalam
menyumbang Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak
Hotel, Pajak Restoran dan Reklame maka perlu dilakukan perhitungan penerimaan
pajak daerah yang akurat. Pemerintah Kabupaten Tabalong mempunyai target
dalam penerimaan pajak di setiap tahunnya, diantaranya yaitu pajak restoran pajak
hotel, dan reklame sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (Enie dan Setiawan,

2020).
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Perkembangan sektor pariwisata selalu mengalami perkembangan di setiap
tahunnya di sampaikan oleh Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi
Kalsel lda Saptika (6/05/2019) potensi wisata di Kabupaten Tabalong sudah
sangat luar biasa, tidak kalah dengan daerah lainnya di provinsi Kalimantan
selatan, hanya saja lebih meningkatkan sumberdaya masyarakatnya. Kabupaten
Tabalong adalah salah satu kabupaten yang besar yang ada di Kalimantan Selatan.
Yang selalu mengalami perkembangan baik dalam sektor wisata hotel dan restoran
yang saling berhubungan erat dengan sektor wisata, hotel restoran dan reklame
semakin berkembang otomatis juga meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten

Tabalong.

Dalam sambutannya Syakhfiani (3/11/2020) selaku bupati Tabalong Provinsi
Kalimantan Selatan mengatakan bahwa pendapatan asli daerah hingga akhir
Oktober 2020 baru sekitar 86,73%. Jika pengelolaan jenis pajak daerah
penerimaannya kecil dapat diserahkan kepada desa jika memang prospeknya
bagus, akan dilakukan intensifikasi. Kemudian beliau juga mengusulkan untuk
menyusun rencana kerja untuk mengerek Pendapatan Asli Daerah. Menurut beliau
masih ada waktu sekitar dua bulan untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah
senilai Rp 200 miliar walaupun ada pandemic Covid-19. Khusus pajak daerah,
pemkab Tabalong menargetkan senilai Rp 75,5 miliar untuk tahun ini. Namun

realisasinya baru Rp 53,2 miliar atau sekitar 70,5%.
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Untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung
jawab perlu adanya dana yang besar dan dukungan oleh sumber penerimaan
daerah itu sendiri. Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan system
pembiayaan pemerintah dalam satu kesatuan dengan pembagian keuangan secara
proporsional, demokrasi, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi,
kondisi, dan kebutuhan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang biasanya disebut PAD merupakan
pendapatan yang bersumber dari hasil daerah itu sendiri, terdiri dari pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah
untuk mengenali pendanaan dalam melaksanakana otonami daerah sebagai

perwujudan atas asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah
yang berperan penting dalam pembangunan. Upaya Pendapatan Asli Daerah
(PAD) untuk peningkatan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta
melakukan peningkatan efektifitas pemungutan dengan cara melakukan
pengoptimalan potensi yang ada serta diupayakan menggali sumber-sumber
pendapatan yang baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut
pajak dan retribusinya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu

indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah,
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pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri, ini
membuktikan bahwa pemerintah daerah berhasil menyelenggarakan otonomi

daerah. Demikian sebaliknya, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat
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pemerintah daerah sedikit maka penyelenggaraan otonomi daerah belum

maksimal.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan oleh pemerintah
daerah untuk mengurangi dominasi sumbangan pemerintah  pusat,
memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan melalui
pemaksimalan pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
menyebutkan “Bahwa pajak daerah dan retribusi merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan
pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan
bertanggungjawab”. Maka dari itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan
sumber-sumber penerimaan keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah terutama
dalam hal sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Perlu dilihat tingkat efektivitas
penerimaan pajak dan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap Pendapatan

Asli Daerah.

Efektivitas pajak dan retribusi daerah merupakan penilaian Kinerja,

pemungutan pajak, dan retribusi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
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selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif atau sebaliknya, yang dapat
dilihat dari presentase penerimaan pajak daerah yang terealisaasi dibandingkan
dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusi pajak dan retribusi
daerah terhadap Pendapatan Asli daerah yang dapat diketahui dari
membandingkan penerimaan pajak dan retribusi dengan keseluruhan PAD dalam
satu tahun anggaran. Upaya peningkatan pajak dan retribusi salah satunya adalah
dengan meningkatkan efektivitas caranya dengan mengoptimalkan potensi yang
ada serta diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya
memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Efektivitas pajak
daerah dan retribusi daerah menunjukkan sebuah kemampuan Pemda dalam
mengelola pajak dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah yang ditargetkan.
Pengukuran efektivitas dan kontribusinya sangat penting diketahui guna melihat
apakah adanya peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah karena
hal itu merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan
pembangunan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.
Analisis terkait penerimaan pajak daerah ada dua hal yang harus dipahami.
Pertama, segi efektivitas. Efektivitas merupakan perbandingan antara jumlah
realisasi penerimaan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Akan lebih baik
apabila realisasi diatas jumlah target yang ditetapkan. Kedua, besarnya kontribusi,
hal ini perlu dilihat seberapa kontribusi penerimaan pajak restoran, hotel dan
reklame terhadap penerimaan untuk membandingkan seberapa berkontribusinya

pajak daerah terhadap PAD.
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yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Setiap tahun penduduk yang ada di

Kabupaten Tabalong terus bertambah khususnya pendatang yang mencari
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pekerjaan dan ada yang membangun usaha. Kedatangan penduduk tersebut

dikarenakan banyaknya peluang pekerjaan yang ada di Kabupaten Tabalong dan
di dukung dengan fasilitas yang selalu meningkat di setiap tahunnya. Di antaranya
adalah perkembangan jumlah restoran, hotel yang ada di Kabupaten Tabalong
yang memiliki potensi untuk di kembangkan lebih pesat lagi sehingga dapat
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di samping jenis pendapatan lain. Dan
diharapkan dalam menitnya pembangunan dapat memberikan target serta

pencapaian yang lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini diberi judul “ANALISIS
EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP

PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TABALONG”.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang
akan dikaji adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Tingkat Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Reklame
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan

Selatan.
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2. Bagaimana Tingkat Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Reklame
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan

Selatan.

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian
yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat efektivitas pajak restoran, pajak hotel, dan reklame
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan
Selatan..

2. Menganalisis tingkat kontribusi pajak restoran, pajak hotel, dan reklame
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan

Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Manfaat Teoritis
a. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bidang ekonomi
khususnya dalam hal efektifitas dan kontribusi pajak terhadap
pendapatan daerah dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan
untuk penelitian dalam bidang pendapatan daerah selanjutnya.

b. Bagi Peneliti
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pengetahuan tentang pajak restoran, pajak hotel dan pajak reklame serta
yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini

yaitu efektifitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak

University o

reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tabalong.
2. Aspek Praktis

a. Bagi Pemerintah
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk
pemerintah dan instansi terkait untuk menentukan kebijakan dalam
meningkatkan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak
reklame. Dengan bertambahnya penerimaan pajak, secara tidak
langsung akan menambahkan pendpatan daah, sehingga dapat digunakn
untuk meningkatkan perekonomian daerah untuk kesejahteraan
masyarakat.

b. Bagi Perusahaan
Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran untuk
mematuhi aturan pajak dan melakukan setoran pajak secara jujur.

c. Bagi Masyarakat
Agar masyarakat khususnya penduduk daerah Kabupaten Tabalong

memahami tujuan dari pembayaran pajak.
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SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifiitas dan kontribusi

University o

pajak hotel, pajak restoan dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Tabalong. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah

dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektifitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame di
Kabupaten Tabalong terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2016-
2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Penerimaan pajak hotel di
kabupaten tabalong tahun 2016-2020 dengan rata-rata presentase 104,296%
dengan kategori sangat efektif. Pajak restoran dengan rata-rata presentase
109,382% juga dapat dikatakan sangat efektif sedangkan rata rata presentasi
pajak reklame yaitu 65,454% tergolong efektif. Dilihat dari rata rata ketiga
pajak dapat di kategorikan “Efektif”. Hal ini menandakan bahwa
pemungutan pajak efektif terhadap di Kabupaten Tabalong Provinsi
Kalimantan Selatan.

2. Tingkat kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tabalong 5 tahun berturut turut
mengalami fluktuasi atau kenaikan dan penurunan. Dari penerimaan pajak
hotel rata-rata penerimaan 1,32% kemudian penerimaan pajak restoran

dengan rata-rata presentase 8,38%. Sedangkan rata-rata presentase pajak
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reklame hanya 0,21%. Secara keseluruhan tingkat kontribusi pajak hotel,
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pajak restoran dan ajak reklame di kategorikan “Tidak Efektif”. Hal ini
menandakan bahwa pajak daerah kurang berkontribusi terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

University o

5.2 Keterbatasan
Penelitian ini memiliki keterbatasam, antara lain:

1. Pengambilan data hanya dilakukan berdasarkan perhitungan satu sumber saja
dan tidak bisa dilakukan dari sumber lain yaitu di Kantor Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Pandemi Covid-19 menyebabkan peneliti tidak dapat observasi langsung ke

lapang.

5.3 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian agar

mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Tabalong perlu meningkatkan pengawasan dengan cara
memaksimalkan sosialisasi untuk wajib pajak yang kurang kesadaran dalam
membayar pajak dan wajib pajak yang terlambat membayar pajak. Melakukan
sosialisasi dengan  mendatangi hotel, restoran dan pengguna reklame.
Menghimbau untuk melakukan pembayaran pajak yang rutin dan jujur. Serta

memaparkan dengan baik tujuan dari pembayaran pajak.
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2. Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Tabalong hendaknya mempertimbangkan dahulu target pajak yang

REPOSITORY

akan ditentukan sesuai dengan realisasi pajak agar menghindari pemungutan

University of Islam Malang

yang tidak efektif.

3. Diperlukan pengembangan system online dalam pelaksanaan penyetoran pajak
daerah agar dapat melakukan pnyetoran secara online.

4. Bagi peneliti diharapkan agar bisa observasi secara langsung agar bisa
mensurvey secara langsung dan menyesuaikan data yang dimiliki Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong.
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